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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku berjudul Negara Hukum dan Konstitusi
Modern dapat hadir di tengah pembaca. Buku ini disusun untuk
memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep negara hukum
berkembang serta bagaimana konstitusi modern berperan dalam
kehidupan bernegara saat ini.

Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana agar dapat
dipahami oleh masyarakat luas tanpa harus memiliki pengetahuan
khusus di bidang hukum. Berbagai pembahasan di dalamnya
diharapkan dapat membantu pembaca melihat keterkaitan antara
aturan negara, hak warga, dan dinamika kehidupan sehari-hari secara
lebih dekat dan mudah dipahami. Karena itu, buku ini memang
ditujukan untuk konsumsi umum dan dapat dinikmati oleh siapa saja
yang ingin memahami dasar-dasar kehidupan bernegara.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap buku
ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pembaca.
Kehadirannya diharapkan menjadi salah satu bacaan yang mudah
diakses oleh masyarakat luas, serta dapat memperkaya pemahaman
tentang negara hukum dan konstitusi modern dalam kehidupan
sehari-hari.

Jakarta, Juli 2026

Tim Penyusun
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